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ABSTRAK 
 
Waode Atika Sri Mahrani (B 111 12 192),  dengan judul skripsi 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengguguran 
Kandungan. Dibawah bimbingan bapak Muhadar selaku pembimbing 
I dan bapak Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pengguguran kandungan dan 
upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk 
menanggulangi terjadinya kejahatan pengguguran kandungan di Kota 
Kendari. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, dengan memilih tempat 
penelitian di Polres Kota Kendari yang bertujuan untuk mendapatkan 
data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) dan penelitian 
kepustakaan (library research). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pengguguran kandungan/abortus 
provocatus criminalis di Kota Kendari, antara lain : 1. Faktor hamil di 
luar nikah; 2. Faktor pendidikan; 3. Faktor malu; 4. Belum siap untuk 
punya anak; 5. Faktor karena di khianati oleh lelaki yang 
menghamilinya; 6. Faktor perkembangan teknologi; 7. Faktor 
pertimbangan lelaki yang mengamilinya. Adapun upaya yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
abortus yaitu antara lain: 1. Upaya Pre-emtif antara lain dengan 
mengadakan penyuluhan bahaya seks bebas dan penyuluhan hukum 
kepada remaja. 2. Upaya preventif antara lain dengan mengadakan 
razia penjualan maupun penyewaan dvd porno. 3. Pihak kepolisian 
bekerja sama dengan pihak aparatur pemerintah yaitu dengan 
menempatkan beberapa personil polisi di berbagai desa maupun 
keluarahan yang disebut dengan BAPEMKAMTIBNAS yang bertujuan 
untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan di berbagai daerah, salah 
satunya kejahatan pengguguran kandungan. Kepolisian juga bekerja 
sama dengan pihak rumah sakit  dan pihak kedokteran agar menolak 
aksi abortus yang ilegal, dan setiap pelaku kejahatan pengguguran 
kandungan  baik pelaku maupun orang yang turut serta membantu 
dalam tindak pidana abortus dapat diperberat sehingga menimbulkan 
efek jera terhadap pelaku. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap Manusia memiliki Hak Asasi yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 
Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi 
oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah 
satu Hak Asasi Manusia dalam hal ini ini adalah hak untuk hidup.  
Di Indonesia hak untuk hidup ini di jamin oleh Konstitusi atau 
Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 28 A dinyatakan bahwa 
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya”. 
Saat ini tindak kejahatan pengguguran kandungan atau yang 
kenal dengan istilah Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu 
menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan masyarakat. 
Sebenarnya masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu. 
Dalam penanganan aborsi, digunakan beberapa cara yang sesuai 
dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional yang dilakukan 
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oleh Dokter tertentu, Bidan, maupun Dukun Beranak, baik di kota-
kota besar maupun di daerah terpencil. 
Masalah Kejahatan Pengguguran Kandungan atau yang 
dikenal dengan istilah Aborsi merupakan suatu hal yang melanggar 
norma agama, norma hukum dan di anggap perbuatan yang tidak 
senonoh di dalam masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, 
aborsi ini sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat 
khususnya kalangan remaja sehingga kepedulian terhadap hukum, 
norma agama serta norma dalam masyarakat telah 
dikesampingkan. Saat ini aborsi merupakan hal yang cukup serius 
mengingat banyaknya angka kehamilan di luar nikah akibat 
maraknya pergaulan bebas. 
Sudah bukan rahasia lagi bahwa masyarakat mengetahui 
adanya dokter-dokter tertentu atau klinik maupun dukun beranak 
tertentu yang sering melakukan praktek aborsi yang mereka anggap 
sebagai pelaksana aborsi aman. Padahal secara resmi menurut 
Etika Kedokteran Indonesia, KUHP, dan Undang-Undang 
Kesehatan, aborsi di negara Indonesia dilarang karena alasan 
apapun, kecuali terdapat indikasi medisdan korban pemerkosaan 
sehingga praktik aborsi dapat di perbolehkan. 
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Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 
Tahun 2009 Pasal 75  menyatakan bahwa: 
(1) setiap orang dilarang melakukan aborsi  
(2) larangan pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:  
a. indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa dan ibu dan/atau 
janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat 
bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut untuk hidup diluar kandungan, 
atau 
b.  kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologi bagi korban perkosaan. 
(3)  tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri 
dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor 
yang kompeten dang berwenang. 
(4) ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sabagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan peraturan pemerintah.  
Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 77 
menyatakan bahwa “pemerintah wajib melindungi dan mencegah 
wanita melakukan aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
75 ayat (2)  dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak 
bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak  
pengguguran kandungan yang disengaja di golongkan ke dalam 
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kejahatan terhadap nyawa janin (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, 
Pasal 349 KUHP). 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka 
penulis merasa perlu untuk mengkaji masalah ini dan 
mengangkatnya sebagai skripsi berjudul: Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Studi Kasus di 
Kota Kendari Tahun 2012-2014) 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 
pengguguran kandungan di Kota Kendari ? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan Pengguguran 
Kandungan di Kota Kendari ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor  penyebab terjadinya Kejahatan 
Pengguguran Kandungan di Kota Kendari. 
     2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum dalam menanggulangi Kejahatan Pengguguran 
Kandungan yang terjadi di Kota Kendari. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan pidana. 
Khususnya dalam kasus ini. 
     2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi 
masyarakat agar lebih memahami faktor-faktor penyebab serta 
bentuk penanggulangan apa saja yang perlu dilakukan untuk 
menghindari tindakan yang terjadi. Agar masyarakat mendapat 
gambaran mengenai akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh 
tindakan ini sebagai salah satu tindakan melawan hukum yang 
melanggar norma hukum positif di Indonesia. 
     3.  Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan 
pembelajaran bagi masyarakat khususnya para remaja agar 
dapat mengenali, memahami dan menghindari tindak kejahatan 
pengguran kandungan secara bebas. 
     4. Untuk menambah wawasan penulis berkenaan dengan hukum 
pidana yang berlaku terhadap tindak kejahatan pengguguran 
kandungan , serta diharapkan pula dapat menjadi bahan untuk 
penelitian lebih lanjut lagi bagi pihak yang akan melakukan 
penelitian yang sama dengan penelitian ini 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang 
ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi 
Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti 
kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan atau penjahat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2010:9). 
Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2010:10) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan 
ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai 
gejala sosial (The body of knowledge regarding crime as a social 
phenomenon). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-
proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas 
pelanggaran hukum.  
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Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa, 2010:12) dalam The Sociology of Crime and 
Deliquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara 
ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-
pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya. 
Michael dan Alder (Wahyu Muljono, 2012:35) mengatakan 
bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai 
perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkukan mereka dan 
cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga 
penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 
Noach (Wahyu Muljono, 2012:35) memberikan definisi 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat 
dan perilaku tercela yang  menyangkut  orang-orang yang terlibat 
dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. 
8 
 
E. Durkheim (H.R Abdussalam, 2007:4) seorang pakar 
sosiologi masyarakat mengatakan bahwa kejahatan bukan saja 
normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. 
Soedjono Dirdjosisworo (Indah Sri Utari, 2012:4) 
mengartikan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan 
yang mempelajari sebab,akibat, perbaikan,dan pencegahan 
kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun 
sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, 
Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab 
kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah 
timbulnya kejahatan. 
J. Constant (Indah Sri Utari, 2012:5) melihat kriminologi 
sebagai suatu pengetahuan pengalaman yang bertujuan 
menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan 
penjahat.  Dalam hal ini, di perhatikan baik faktor-faktor sosiologis 
dan ekonomis, maupun faktor-faktor psikologi individu. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
W.A Bonger memberi definisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:9). Melalui 
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definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi 
kriminologi murni yang mencakup: 
a. Antropologi Kriminal  
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai 
tanda-tanda seperti apakah ada hubungan antara suku 
bangsa dengan kejahatan seterusnya. 
b.  Sosiologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat. Pokok yang dijawab oleh bidang 
ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan 
dalam masyarakat. 
c.  Psikologi kriminil 
ilmu pengetahuan ini mempelajari tentang penjahat 
yang dilihat dari sudut jiwanya. 
d.   Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil 
Ilmu pengetahuanyang mempelajari dan meneliti 
tentang kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat 
syaraf. 
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e.   Penologi 
Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti tentang 
kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhkan 
hukuman. 
Disamping itu terdapat kriminologi terapan berupa: 
a. Higiene kriminil 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk menerapkan Undang-Undang, sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
b. Politik Kriminal 
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu 
kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang 
melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi 
maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan 
keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak 
semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
c. Kriminalistik (policie scientific)  
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan 
teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam 
mengungkap kejahatan digunakan scientific criminalistik 
antara lain yaitu identifikasi, laboraterium kriminal, alat tes 
golongan darah (DNA), alat tes kebohongan, balistik, alat 
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penentu keracunan kedokteran kehakiman, forensic 
toxiologydan scientific nalistic lainnya sesuai dengan 
perkembangan teknologi. 
Menurut Edwin H. Sutherland (Indah Sri Utari, 2012:15), 
kriminologi meliputi: 
a. Sosiologi hukum 
Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti tentang 
kejahatan terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang 
mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Kepatuhan dan 
ketaatan masyarakat terhadap hukum positif atau peraturan 
perundang-undangan serta meneliti norma-norma hukum 
positif dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan. 
b.   Etiologi Kejahatan 
Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti sebab-
musabab kejahatan. Yang diteliti adalah latar belakang , 
akibat, serta faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan 
mengetahui etiologi kejahatan tersebut dapat mencegah untuk 
meniadakan atau mengurangi kejahatan. 
c.  Penology 
Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti tentang 
perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat 
hukuman bagi penjahat maupun bagi masyarakat. 
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Terdapat sarjana lain yang menetapkan ruang lingkup 
kriminologi (Indah Sri Utari, 2012:16)  , meliputi: 
a.    Etiologi kriminal atau kriminologi dalam arti sempit 
Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti sebab-
seba atau sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan.  
b.    Politik Kriminil  
Sudarto memberi tiga pengertian pada “politik kriminal”  yaitu: 
1. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang 
menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum 
yang berupa pidana. 
2. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 
hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan 
dan polisi. 
3. Dalam arti paling luas diambil dari pendapat Jorgen 
Jepsen, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, 
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral 
dari masyarakat. 
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B. Tinjauan Umum Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah 
berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuan terkenal. Plato 
(427-347 s.m.) menyatakan dalam bukunya ‘Republiek’ 
menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah 
merupakan sumber dari banyaknya kejahatan. Sementara itu, 
Aristoteles (382-322 s.m.) menyatakan bahwa kemiskinan 
menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang 
besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk 
hidup, tetapi untuk kemewahan (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2010:1) 
Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of  
view) batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu 
perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang didalam 
perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan (A. S. Alam, 2010: 16). 
Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view) batasan kejahatan dari sudut pandang 
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ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masih hidup didalam masyarakat. Contoh didalam hal ini adalah 
bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, 
perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang 
masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum 
dianggap bukan kejahatan (A. S. Alam, 2010: 17) 
Kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, yang 
andai kata pun tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi tetap 
dirasakan sebagai suatu perbuatan salah oleh masyarakat. 
Contohnya: pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, 
penggelapan, korupsi, penyelundupan, dan lain-lain (Achmad Ali, 
2010:7). 
Paul W Tappan (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2010:13) menyatakan bahwa kejahatan adalah The Criminal Law 
(Statutory or case law), committed without defense or excuse, 
and penalized by the state as a felony and misdemeamor. 
Huge D Barlow (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2010:10)  juga menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah 
a human act that violates the criminal law. 
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Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:14) 
menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku 
yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang 
merugikan negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya 
pamungkas.  Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan 
sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai 
kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu 
sanksi. 
Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:14) 
menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial 
yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa 
pemberian derita dan kemudiansebagai reaksi terhadap 
rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan. 
Secara yuridis formal, kejahatan (kartini Kartono, 
2014:143)  adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan 
dengan moral kemanusiaan (inmoril), merugikan masyarakat , 
sifatnya asocial dan melanggar hukum  serta Undang-Undang 
Pidana. 
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2. Pengertian Penjahat 
Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana 
tersebut dan telah di putus oleh pengadilan atas perbuatan 
kejahatannya tersebut (Topo Santosodan Eva Achjani Zulfa, 
2010:14) 
Lambrosso ( A.S. Alam, 2010: 36) mendapati kenyataan 
bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya 
menurut perkembangan teorinya. Lambrosso menggunakan 
posisinya sebagai dokter militer untuk meneliti 3000 tentara 
melalui rekam medis (medical record) nya. Teori Lambrosso 
tentang born criminal (lahir sebagai penjahat) mencakup kurang 
lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara 
penjahat perempuan menurutnya berbeda dengan penjahat laki-
laki, ia adalah pelacur yang mewakili born criminal. Penjahat 
perempuan memiliki banyak kesamaan sifat anak-anak, moral 
sense mereka berbeda, penuh cemburu, dendam, dll.  
Berdasarkan penelitiannya, Lombrosso (A.S. Alam,2010: 
36) mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu : 
a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin 
atavisme.  
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b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil 
dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang 
mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan 
antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, 
embisil, atau paranoid.   
c. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan 
(habitual criminals). 
d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. 
Meskipun teori Lombrosso dianggap sederhana dan naïf 
untuk saat ini, Lambrosso telah memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi penelitian mengenai kejahatan, juga berjasa 
dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan 
abstrak, metafisik, lega, dan juristik sebagai basis 
penghukuman menuju studi ilmiah tentang penjahat serta 
kondisi-kondisi pada saat dia melakukan kejahatan. 
3. Jenis-JenisKejahatan dan Penjahat 
Secara umum kata “penjahat” berarti mereka yang berbuat 
aksi kejahatan dan dimusuhi oleh masyarakat. Di dalam arti inilah 
timbul sebuah pernyataan bahwa para penjahat adalah sampah 
masyarakat.Berdasarkan tradisi hukum (peradilan) yang 
demokratis seseorang yang mengaku telah melakukan suatu 
kejahatan tidak dipandang sebagai seorang penjahat sampai 
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kejahatannya dibuktikan menurut proses peradilan yang telah 
ditetapkan. 
Di Indonesia secara tegas tidak dijumpai orang yang 
disebut penjahat,  dalam peroses peradilan pidana,kita hanya 
mengenal secara resmi istilah-istilah tersangka,tertuduh,terdakwa 
dan terhukum atau terpidana. Sedangkan kata seperti penjahat, 
bandit dan sebagainya hanya berlaku dalam kata sehari-hari 
yang tidak mendasar pada ketentuan hukum. 
Adapun tipe penggolongan penjahat menurut para ahli 
sebagaimana, (http://pendidikantech.co.id/2010/05/pengertian-
penjahat-dan-jenis-jenisnya.html) sebagai berikut : 
1.  Pembagian menurut Seelig 
a) Penjahat karena segan bekerja. 
b) Penjahat terhadap harta benda karena lemah kekuatan 
batin untuk menekan godaan. 
c) Penjahat karena nafsu menyerang. 
d) Penjahat karena tidak dapat menahan nafsu seks. 
e) Penjahat karena mengalami krisis kehidupan 
f) Penjahat terdorong oleh pikirannya yang masih primitive. 
g) Penjahat terdorong oleh keyakinannya. 
h) Penjahat karena kurang disiplin kemasyarakatan. 
i) Penjahat campuran ( gabungan dari sifat-sifat yang terdapat 
pada butir 1 s/d 8 ) 
2. Pembagian menurut Capelli 
1. Kejahatan karena factor-faktor psikopathologis, yang 
pelakunya terdiri dari 
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a) Orang-orang yang sakit jiwa. 
b) Orang-orang yang berjiwa abnormal (sekalipun tidak  
  sakit jiwa). 
2.  Kejahatan karena faktor-faktor cacad atau kemunduran  
kekuatan jiwa dan raganya,yang dilakukan oleh : 
a) Orang-orang yang menderita cacad setelah usia lanjut. 
b) Orang-orang menderita cacad badaniah atau rohaniah 
sejak masa kanak-kanak  sehingga sukar menyesuaikan 
diri di tengah masyarakatnya. 
3. Kejahatan karena faktor-faktor sosial yang pelakunya terdiri 
dari : 
a) Penjahat kesempatan,karena menderita kesulitan 
ekonomi atau kesulitan fisik 
b) Penjahat yang karena pertama kali pernah berbuat 
kejahatan kecil yang sifatnya kebetulan dan kemudian 
berkembang melakukan kejahatan yang lebih besar dan 
lebih sering. 
c) Orang-orang yang turut serta pada kejahatan kelompok 
seperti, pencurian-pencurian di pabrik dan lain 
sebagainya. 
Bila kita perhatikan kategori jenis-jenis pelanggar hukum atau 
disebut dalam bahasa inggris Criminal , yang sementara kita alih 
bahaskan dengan penjahat  maka terdapat diantarnya penjahat 
yang dalam melakukan kejahatannya dengan: 
1. Kesadaran yang memang sudah merupakan pekerjaannya 
(professional criminal). Yang dapat dilakukan oleh perorangan 
seperti penjahat-penjahat bayaran, yang diupah untuk 
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menganiaya atau bahkan membunuh. Atau dilakukan secara 
kelompok dan teratur seperti dalam bentuk kejahatan yang 
diorganisir. 
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun 
merupakan pelanggaran hukum yaitu penjahat yang melakukan 
kejahatan dengan ditimbang-timbang atau dengan persiapan 
terlebih dahulu. 
3. Kesadaran bahwa pelaku tidak diberi kesempatan oleh 
masyarakat atau pekerjaan dalam masyarakat tak bisa memberi 
hidup,sehingga memilih menjadi resdivisi. 
Menurut A. S Alam ( 2010: 21-23) menyatakan bahwa 
kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan, yaitu:  
1.  Motif pelakunya 
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya 
sebagai berikut: 
a. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya 
penyelundupan 
b. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, 
Pasal 284  KUHP 
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c. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan 
PKI, pemberontakan DI/ TI, dan lain-lain 
d. Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya 
penganiayaan, motifnya balas dendam. 
2.  Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya 
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam 
buku ke-II (dua) KUHP. Contohnya pembunuhan, pencurian, 
dll. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. 
Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana 
mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. 
b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam 
buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi didepan persidangan 
yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi 
keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum 
kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran 
didalam bahasa Inggris disebut misdemeanor. Ancaman 
hukumannya biasanya hukuman denda saja, contoh yang 
banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas. 
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3.   Kepentingan Statistik 
a. Kejahatan terhadap orang (crime against persons), 
misalnya pembunuhan, penganiyaan dan lain-lain. 
b. Kejahatan terhadap harta benda (crime against 
property),misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain. 
c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against 
public decency) misalnya perbuatan cabul. 
4.    Kepentingan Pembentukan Teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan 
dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara 
melakukan kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan 
timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai 
tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah: 
a. Professional Crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai 
mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian 
tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda 
tangan, pemalsuan uang dan pencopetan. 
b. Organized Crime, adalah kejahatan yang terorganisir. 
Contohnya pemerasan, perdagangan, perdagangan gelap 
narkotika, perjudian liar, dan pelacuran. 
23 
 
c. Occupational Crime, adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan, contohnya pencurian dirumah-rumah, 
pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain. 
5.  Ahli-ahli Sosiologi 
1. Violent personal crime (kejahatan kekerasan terhadap 
orang).contohnya pembunuhan (murder), penganiayaan 
(assault), pemerkosaan (rape) dan lain-lain. 
2. Occastional property crime (kejahatan harta benda 
karena kesempatan). Contohnya pencurian kendaraan 
bermotor, pencurian di toko-toko besar (shoplifting) dan 
lain-lain. 
3. Occupational crime (kejahatan karena 
kedudukan/jabatan). Contohnya white collar 
crime(kejahatan kerah putih), seperti korupsi. 
4. Political crime (kejahatan politik) contohnya treason 
(pemberontakan), sepionage (espionase), sabotage 
(sabotase), guerilla warfare (perang gerilya) dan lain-lain. 
5. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). 
Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” 
(victimless crimes) contohnya pemabukan (drunkness), 
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gelandangan (vagrancy), perjudian (gumbling), wanita 
melacurkan diri (prostitution). 
6. Conventional crime (kejahatan konvensional). Contohnya 
perampokan (robbery), penggarongan (burglary), 
pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain-lain. 
7. Organized Crime (kejahatan terorganisir). Contohnya 
pemerasan (racketeering), perdagangan wanita untuk 
pelacuran (women trafficking), perdagangan obat bius, 
dan lain-lain. 
8. Proffesional Crime (kejahatan yang dilakukan sebagai 
profesi). Contohnya pemalsuan (counterfeiting), 
pencopetan (pickpocketing), dan lain-lain. 
C. Kejahatan Pengguguran Kandungan (Abortus Provocatus 
Criminalis) 
 1.  Pengertian Abortus 
 Apa bila di tinjau dari KUHP dan sejarah perundang-
undangan, perbuatan abortus yang dilarang ditujukan kepada 
buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang-undang 
menganggap bahwa hidup itu telah dimulai sejak pembuahan. 
Hukum tidak mempermasalahkan apakah dengan bertemunya 
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sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum 
hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah 
mempunyai arti yuridis, sehingga mematikan atau membunuh 
buah kandungan dimasukkan dalam kejahatan terhadap nyawa 
calon manusia. Oleh sebab itu, abortus provocatus dalam 
bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum (Hendrik , 
2011:94) 
 Menurut WHO (Hendrik, 2011:94), Abortus adalah 
berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar 
rahim ibunya. Menurut ilmu kedokteran, abortus dapat terjadi 
karena spontan (spontaneous) dan secara buatan (provocatus).  
 2. Jenis Abortus 
 Abortus buatan dapat bersifat abortus provocatus 
therapeuticus / abortus provocatus medicinalis yaitu aborsi 
yang dilakukan dengan sengaja atas dasar alasan medis guna 
menyelamatkan jiwa si ibu hamil dan bersifat abortus 
provocatus criminalis yang dilakukan atas kesengajaan 
dengan maksud yang tidak baik atau bersifat kejahatan, tanpa 
indikasi medis, biasanya dilakukan pada kehamilan di kalangan 
remaja di luar nikah (Hendrik, 2011:94). 
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 Abortus buatan atau yang disebut terminasi kehamilan 
memiliki dua macam  (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:136), yaitu: 
1. Bersifat Legal 
Abortus legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau 
tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, 
dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. 
 Abortus legal sering juga disebut aborsi buatan atau 
pengguran dengan indikasi medis. Meskipun demikian, tidak 
setiap tindakan abortus yang sudah mempunyai indikasi 
medis ini dapat dilakukan abortus buatan. Persyaratan lain 
dipenuhi sebuah aborsi adalah: 
a. abortus hanya dilakukan sebagai tindakan terputik 
b. disetujui oleh dua orang dokter yang kompeten 
c. dilakukan di tempat pelayan kesehatan yang diakui oleh 
suatu otoritas yang sah 
  2. Bersifat Ilegal 
Abortus ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau 
tenaga medis yang tidak berkompeten, melalui cara-cara di 
luar medis (pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau 
tanpa persetujuan ibu hamil dan/atau suaminya. Abortus 
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ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang 
kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis. 
3. Dasar Hukum Abortus 
 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
Pasal 15 berbunyi “Dalam keadaan darurat sebagai upaya 
menyelamatkan nyawa ibu hamil dan atau janinnya dapat 
dilakukan tindakan medis tertentu” maka dalam pasal ini 
menyatakan bahwa boleh melakukan aborsi apabila adanya 
indikasi medis sebagai upaya penyelamatan nyawa ibu hamil. 
 Kemudian dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 
Tahun 2009, pasal mengenai abortus ini lebih dipertegas lagi. 
Dalam Pasal 75 ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa 
“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi”. Selanjutnya 
dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang 
dimaksud hanya dapat dilakukan: 
a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya 
tindakan tersebut. 
b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan 
c. disetujuinya oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami 
atau keluarganya. 
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d. pada sarana kesehatan tertentu 
 Ketentuan tentang larangan aborsi ini dikecualikan 
berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 
Pasal 75 Ayat 2, berdasarkan:  
a. Indikasi kegawatdaruratan medis yang dideteksi sejak usia 
dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan janin, 
yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat 
bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. 
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban perkosaan. 
 Sebagai penjelasan tentang hal ini bahwa tindakan 
aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan 
atau penasehat pratindakan dan diakhiri dengan konseling 
pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten 
dan berwewenang. 
 Apabila kekecualian tindakan aborsi ini terpaksa 
dilakukan, maka beberapa persyaratan lain harus dipenuhi, 
antara lain (Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 
2009): 
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a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari 
hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan. 
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan, yakni sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. 
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan 
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan 
e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan. 
Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan No. 36 
Tahun 2009 Pasal 75 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap 
orang dilarang melakukan abortus, terkecuali berdasarkan 
indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan 
yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban 
pemerkosaan. Indikasi kedaruratan medis dimaksud meliputi 
kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang 
menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, 
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi 
tersebut hidup di luar kandungan.Untuk dapat melaksanakan 
amanah Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 
75 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
No.61 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kesehatan 
Reproduksi. Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi 
dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi  pelayanan kesehatan 
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ibu indikasi kedaruratan medis dan korban  perkosaan sebagai 
pengecualian atas larangan aborsi dan reproduksi dengan 
bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Tujuannya adalah 
untuk menjamin pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi setiap 
orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang 
bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan dan 
menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu 
melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta 
mengurangi angka kematian ibu. 
Dalam hal aborsi, Bab IV PP No. 61 Tahun 2014 
mengatur tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan 
sebagai pengecualian atas larangan aborsi, dimana Pasal 31 
ayat (1) menyatakan tindakan aborsi hanya dapat dilakukan 
berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat 
perkosaan. Ayat (2) menyatakan Tindakan aborsi akibat 
perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling 
lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama 
haid terakhir. Sedangkan Indikasi kedaruratan medis meliputi 
kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu  
dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan 
janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau 
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cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. 
Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis ini 
dilakukan oleh tim kelayakan abortus, yang paling sedikit terdiri 
dari dua tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter yang memiliki 
kompetensi dan kewenangan. Penyelenggaraan abortus 
berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 
perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan 
bertanggung jawab yaitu diantaranya  harus dilakukan oleh 
dokter sesuai dengan standard dan harus dilakukan dengan 
fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan kehamilan akibat 
pemerkosaan harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai 
dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat 
keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog atau ahli 
lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan. 
Dokter yang melakukan abortus berdasarkan indikasi 
kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan merupakan 
anggota tim kelayakan aborsi dan harus mendapatkan pelatihan 
oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Sedangkan 
tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan 
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kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah 
melalui konseling. 
Mengingat resiko yang dapat terjadi pada seorang 
perempuan yang akan menjalani abortus, pemerintah sangat 
berhati-hati dalam menerapkan tindakan abortus. Abortus tidak 
dapat dilakukan secara sembarangan, dan tidak semua dokter 
dapat melakukan aborsi, juga tidak semua fasilitas pelayanan 
kesehatan dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan 
aborsi. Oleh sebab itu maka PP 61/2014 tidak tepat dikatakan 
sebagai PP yang membebaskan setiap orang untuk melakukan 
tindakan aborsi, apalagi untuk dapat melaksanakan PP 61/2014 
ini masih diperlukan banyak aturan-aturan pendamping yang 
mengatur secara detail teknis yang diperlukan agar tidak 
muncul penyalahgunaan. (http://www.ikatanapotekerindonesia-
bali.com) 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan 
Peraturan Pemerintah tersebut, jika dikaitkan dengan Abortus 
kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Secara umum praktik abortus dilarang 
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2. Larangan setiap praktik abortus dikecualikan pada 
beberapa keadaan, yaitu adanya indikasi medis yang 
membahayakan nyawa ibu hamil dan kehamilan akibat 
perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi 
korban perkosaan. 
Selain itu tindakan medis terhadap abortus kehamilan 
yang tidak diharapkan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan 
apabila sebagai berikut: 
1. Setelah melalui konseling dan/atau penasehat pratindakan 
dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang 
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 
2. Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu 
dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal 
kedaruratan medis. 
3. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri. 
4. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan 
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. 
4. Sanksi Pidana Abortus Menurut KUHP 
  Menurut  KUHP tindakan pengguguran kandungan jelas 
merupakan salah satu tindak kejahatan yang dapat dipidanakan 
dan tidak dapat dibenarkan oleh norma hukum pidana ataupun 
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norma hukum agama. Hal ini disebabkan karena pengguguran 
kandungan ini sangat bertentangan dengan nilai yang hidup 
didalam masyarakat dan merupakan suatu pembunuhan yang 
dilakukan terhadap janin yang ada didalam kandungan yang 
seharusnya dilindungi. Alasan inilah sehingga KUHP pada bab 
XIX menentukan tindak pengguguran kandungan sebagai 
kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya terhadap nyawa 
janin. Berikut adalah pasal-pasal menyangkut tindak kejahatan 
pengguruan kandungan dalam KUHP 
a. Pasal 346 
perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau 
mati kandungannya atau menyuruh orang untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara paling selama-lamanya 4 
(empat) tahun 
b. Pasal 347: 
1) Barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan gugur 
atau mati kandungannya seorang perempuan tidak 
dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-
lamanya dua belas tahun. 
2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia 
dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
 
c.    Pasal 348: 
1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau 
mati kandungannya seorang perempuan dengan izin 
perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima 
tahun enam bulan. 
2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati , dia 
dikenakan hukum pejara selama-lamanya tujuh tahun. 
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d. Pasal 349 
jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat 
membantu dalam kejahatan yang disebut dalam pasal 346, 
atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan 
yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman 
yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 
sepertiga dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang 
digunakan untuk melakukan kejahatan itu. 
5. Sanksi Abortus Dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 
tahun 2009  
Praktik abortus yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai mana dibahas sebelumnya 
merupakan abortus yang bersifat ilegal. Sanksi pidana bagi 
pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang 
Kesehatan No.36 tahun 2009 yang berbunyi: 
“ setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
75 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
Pasal 194 Undang-Undang kesehatan tersebut dapat 
menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan 
sengaja melakukan abortus ilegal, maupun pihak perempuan 
yang dengan sengaja melakukannya. 
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6. Golongan Kejahatan Terhadap Nyawa Janin 
 Tindak kejahatan pengguguran kandungan ini secara 
tegas dalam rumusan Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. 
Aborsi yang dibahas pada pasal ini adalah jenis “Abortus 
Provocatus Criminalis” atau Kejahatan Pengguguran 
Kandungan secara sengaja.Dengan demikian aborsi jenis ini 
memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. 
 Kejahatan pada nyawa janin dapat dibagi menjadi empat 
golongan menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang 
menyertainya secara berikut : 
1. Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh 
untuk itu, menurut Pasal 346 KUHP. Dengan 
memperhatikan  rumusan pasal 346 KUHP tersebut 
terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk 
melindungi nyawa janin didalam kandungan meskipun janin 
itu kepunyaan perempuan yang mengandung. Jika kembali 
melihat rumusan pada Pasal 346 KUHP, maka terdapat 
unsur-unsur pokok yaitu : 
a. Subyeknya adalah perempuan itu sendiri atau orang lain 
yang disuruhnya. 
b. Dengan sengaja. 
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c. Menggugurkan atau mematikan kandungannya. 
2. Orang lain melakukan tanpa persetujuan wanita itu menurut 
pasal 347. Adapun unsur-unsur dalam rumusan pasal 
tersebut: 
b. Subyeknya orang lain. 
c. Dengan sengaja. 
d. Menggugurkan atau mematikan kandungannya itu. 
3. orang yang melakukan dengan persetujuan perempuan itu 
menurut Pasal 348 KUHP. Adapun unsur-unsur yang 
terkandung dalam Pasal 348 KUHP ini yaitu: 
a. Subyeknya adalah orang lain. 
b. Menggugurkan atau mematikan kandungan 
c. Dengan izin perempuan yang digugurkan kandungannya. 
4. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan 
pidana tambahan menurut Pasal 349 KUHP. Dalam pasal 
349 KUHP ini mengatur tentang orang-orang tertentu yang 
hukuman pidananya dapat diperberat. 
Berdasarkan uraian mengenai rumusan Pasal 346, 347, 
348 dan 349 KUHP yang mengatur tentang macam-macam 
pengguguran kandungan (aborsi), maka terdapat juga unsur-
unsur pokok yang yang terdapat pada Pasal 346, 347, 348 dan 
349 KUHP yaitu sebagai berikut: 
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1. Adanya wanita yang mengandung atau hamil. 
2. Perempuan yang buah kandungannya hidup. 
3. Kandungan itu digugurkan atau dimatikan atau menyuruh 
untuk itu dengan sengaja. 
D. Teori Penyebab Kejahatan 
1. Teori teologis 
Teori ini menyatakan bahwa setiap orang normal bisa 
melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan 
godaan setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara, dan 
melanggar kehendak Tuhan. 
 2.  Teori filsafat tentang manusia 
Teori ini menyebutkan adanya dialetika antara 
pribadi/persona jasmani dan pribadi rohani. Persona rohani ini 
disebut pula sebagai  jiwa. Persona rohani merupakan prinsip 
keselesaian dan kesempurnaan dan sifatnya baik serta abadi dan 
tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, persona 
rohani mendorong pada perbuatan-perbuatan yang baik dan 
mengarahkan manusia pada usaha transendensi diri dan 
rekonstruksi diri. Selanjutnya jiwa itu akan menggejala atau 
berfenomena dan menceburkan diri ke dalam dunia dengan jalan 
masuk ke dalam limgkungan jasmani. Jasmani manusia 
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merupakan prinsip ketidakselesaian dan tidak sempurna. Prinsip 
inilah yang mengarahkan manusia pada destruksi, kerusakan, 
kemusnahan, dan kejahatan. 
3. Teori kemauan bebas (free will) 
Teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan 
adalah kemauan manusia itu sendiri. 
4. Teori penyakit jiwa 
Teori ini menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang 
bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering 
melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa 
psikopat dan defektmoral. 
5. Teori fa’al tubuh (fisiologis) 
Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri 
jasmaniah dan bentuk jasmaniahnya. Yaitu pada bentuk 
tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, 
lengan, tangan, jari-jari, dan anggota badan lainnya.  
Paparan teori diatas merupakan teori-teori terjadinya 
kejahatan(http://www.academia.edu/7980794/sosiologi_kriminalit
as). 
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E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
   Masalah kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi 
masyarakat di seluruh dunia semenjak dahulu. Kejahatan dalam arti 
luas, menyangkut pelanggaran norma-norma yang dikenal 
masyarakat, seperti norma agama dan norma hukum. Norma 
hukum pada umumnya dirumuskan dalam Undang-Undang yang 
dipertanggungjawabkan pemerintah untuk menegakkan hukum dan 
meminimalisir kejahatan, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun karena kejahatan tersebut mengganggu  
keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah semua pihak 
pemerintah maupun warga ikut terlibat dalam hal membasmi 
kejahatan karena setiap manusia pasti berharap untuk terjamin 
keamanan dan kedamaian didalam hidupnya. 
Upaya dari penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh 
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Berbagai 
program serta kegiatan yang dilakukan untuk mencari cara agar 
mendapat cara yang paling tepat dan efektif dalam menangani 
masalah kejahatan. 
Seperti yang dikemukakan oleh A.  S. Alam (2010: 79) bahwa 
upaya penanggulangan kejahatan meliputi antara lain: 
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1. Upaya Penanggulangan Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan Pre-Emtif 
adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kesalahan. Jadi dalam usaha 
pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + 
kesempatan akan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah 
malam pada saat lampi merah lalu lintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. 
Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2.  Upaya Penanggulangan Preventif 
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
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ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
melakukan kejahatan. Contohnya ada orang yang ingin mencuri 
motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor 
tersebut yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, 
dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi 
kejahatan. Jadi dalam upaya preventi kesempatan ditutup. 
3. Upaya Penanggulangan Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
Tindakan represif juga bisa disebutkan sebagai 
pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan 
jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) 
terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan 
perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat 
kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat 
untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau 
melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.Kemudian upaya 
penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus 
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memenuhi persyaratan sebagaimana, 
(www.academia.sosiologi_kriminalitas)    sebagai berikut: 
1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik. 
2. Peradilan yang efektif. 
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah 
yang serasi. 
5. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan. 
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan 
timbulnyakejahatan. 
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Kota Kendari yang 
merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada 
Kantor Polrestabes Kendari. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan proposal ini dipergunakan metode 
pengumpulan data sebagai berikut: 
 1.  Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
 2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan 
lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini 
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diperoleh melalui kepustakaan dan dokumentasi pada instansi 
terkait. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
dua cara yaitu : 
 1.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian Kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data melalui 
kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, 
peraturan-perundang-undangan, dan dokumen-dokumen dari 
instansi terkait untuk memperoleh data sekunder. 
 2.  Interview (wawancara) 
Interview dillakukan dengan cara wawancara tertulis atau 
terstruktur kepada responden yaitu korban, pelaku dan pihak 
kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan 
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rumusan masalah. Dengan demikian rumusan masalah dapat 
terjawab. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Data Kejahatan Pengguguran Kandungan Di Kota Kendari 
Kejahatan pengguguran kandungan merupakan kejahatan 
yang sangat tidak manusiawi dan sangat bertentangan dengan 
nilai-nilai agama karena kejahatan ini termasuk kategori 
kejahatan yang menghilangkan nyawa, khususnya pada nyawa 
janin didalam kandungan. Kejahatan ini sangat rawan terjadi 
dikalangan masyarakat khususnya pada remaja. Sebelum 
menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pengguguran kandungan di Kota Kendari, maka terlebih dahulu 
penulis akan menguraikan data mengenai kasus kejahatan 
pengguguran kandungan yang di peroleh dari Polres Kota 
Kendari. 
Seperti halnya dengan kota lain, masalah kejahatan 
pengguguran kandungan di Kota Kendari merupakan hal yang 
sangat meresahkan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana 
perkembangan kejahatan pengguguran kandungan di Kota 
kendari , maka penulis akan memaparkan data jumlah kasus 
perjudian dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 
2012 sampai dengan tahun 2014 di Kota Kendari. 
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Tabel I  : Data Kejahatan Pengguguran Kandungan di Polres 
Kota Kendari dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 
Berdasarkan hasil penelitian penulisan dari Polres Kota 
Kendari dapat dilihat data kasus kejahatan pengguguran 
kandungan di Polres Kota Kendari seperti tabel dibawah ini: 
No. 
Tahun Masuk Diselesaikan 
1 2012 - - 
2 2013 1 1 
3 2014 - - 
 Jumlah kasus 1 1 
Sumber Data : Polres Kota Kendari 
Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya satu 
kasus pengguguran kandungan yang diselesaikan oleh pihak 
yang berwajib. Namun data tersebut sangat berbeda dari fakta 
lapangan. Faktanya masih banyak yang orang yang melakukan 
abortus tetapi tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. hal 
ini disebut kejahatan yang terselubung (hidden crime). 
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Tabel II : Data kejahatan pengguguran kandungan di Kota 
Kendari yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian (Hidden 
Crime) 
No Tahun Nama 
Pelaku 
Umur Keterangan 
1 2012 - - - 
2 2013 Lia 16 tahun Menggugurkan sendiri 
3 2014 
Fani 
Devi 
Ara 
20 tahun 
19 tahun 
18 tahun 
Menggugurkan sendiri 
Menggugurkan sendiri 
Bantuan dukun beranak 
 JUMLAH 
KASUS 
4 - - 
Sumber data : Penelitian lapangan dan hasil wawancara tahun 
2016 
Dari tabel kedua diatas dapat disimpukan bahwa 
banyaknya kasus kejahatan pengguguran kandungan yang tidak 
ditangani oleh pihak yang berwajib (hidden crime). Pengguguran 
kandungan tersebut dilakukan oleh remaja yang rata-rata 
berumur 16 tahun sampai dengan berumur 20 tahun. 
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Tabel III : presepsi remaja terhadap kejahatan pengguguran 
kandungan. 
No Nama Umur Presepsi terhadap kejahatan pengguguran 
kandungan 
1 Intan 21 tahun Sangat tidak manusiawi 
2 Uzi 20 tahun Perbuatan tidak bermoral 
3 Giona 21 tahun Sangat kejam 
4 Haikal 18 tahun Perbuatan tercela dan tidak manusiawi 
5 Reza 20 tahun Sangat tidak manusiawi 
6 Muhlis  16 tahun Perbuatan tidak bermoral 
7 Elva  18 tahun Perbuatan yang sangat kejam 
8 Ayu  20 tahun Perbuatan dosa yang tidak bisa dimaafkan 
9 Ina 21 tahun Perbuatan yang sangat kejam 
10 Fani  17 tahun Perbuatan yang sangat kejam 
Sumber data : Hasil wawancara kepada sepuluh orang remaja di 
Kota Kendari tahun 2016. 
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Berdasarkan tabel ketiga tersebut, Penulis telah melakukan 
wawancara kepada 10 (sepuluh) orang remaja di Kota Kendari 
mengenai presepsi tentang kejahatan pengguguran kandungan. 
Hasil wawancara ini menyimpulkan bahwa kejahatan pengguguran 
kandungan merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi 
dan sangat tidak bermoral serta tidak patut untuk dilakukan karena 
perbuatan ini menyangkut hilangnya nyawa janin yang sama hal 
nya dengan pembunuhan. 
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pengguguran 
Kandungan di Kota Kendari 
Kejahatan Pengguguran Kandungan atau Abortus 
Provocatus Criminalis tentu saja terjadi akibat beberapa faktor. 
Menurut Sendi Antoni, SIK., selaku Kasat Reskrim Kota Kendari 
(wawancara tanggal 21 januari 2016) bahwa ada beberapa faktor 
yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pengguguran 
Kandungan atau Abortus Provocatus Criminalis. Yakni bisa karena 
faktor keluarga, faktor lingkungan, maupun karna faktor 
pendidikan.  
Menurut data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan 
dan wawancara, maka dapat dijelaskan faktor-faktor penyebab 
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terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan atau Abortus 
Provocatus Criminalist khususnya di Kota Kendari sebagaimana 
sebagai berikut: 
1. Karena Hamil Di Luar Nikah 
 Salah satu faktor mengapa seseorang melakukan 
Kejahatan Pengguguran Kandungan ini karena terjadinya 
kehamilan tanpa hubungan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh 
maraknya seks bebas yang tidak terkontrol. Perlakuan negatif  
yang dilarang didalam norma-norma masyarakat dan norma 
agama pun menjadi ladzim dikalangan remaja masa kini. 
Contohnya seks bebas yang bisa saja menyebabkan kehamilan 
diluar nikah. Satu-satunya cara untuk menghindari kehamilan 
diluar nikah yaitu dengan cara menggugurkan kandungannya. 
 Menurut Kasat Reskrim Kota Kendari Sendi Antoni, SIK 
(wawancara tanggal 21 januari 2016) , faktor-faktor yang 
menyebabkan seorang perempuan melakukan pengguguran 
kandungan adalah karena faktor hamil diluar nikah. Perempuan 
yang menggugurkan kandungannya tersebut melakukan 
berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya, bisa 
dengan cara meminta bantuan dukun beranak, dengan cara 
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meminum obat, atau dengan cara meminum ramuan penggugur 
kandungan. 
2. Faktor Pendidikan 
    Faktor pendidikan adalah salah satu dari penyebab 
terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan atau Abortus 
Provocatus Criminalist. Dalam hal ini, sang pelaku melakukan 
kejahatan ini karena masih terikat dengan pendidikan 
disekolah. Pelaku tersebut takut ketahuan oleh pihak 
sekolahnya, karena jika pelaku tersebut ketahuan hamil diluar 
nikah pada usia yang masih dini dan masih duduk dibangku 
sekolah, bisa saja pelaku di drop out atau dikenakan 
hukuman berat  yaitu di keluarkan dari sekolah pelaku 
tersebut. Tentu saja dengan dikeluarkan pelaku dari sekolah 
dapat menghambat masa depan pelaku sendiri sehingga 
terpaksa pelaku tersebut lebih memilih untuk menggugurkan 
kandungannya pada usia janin yang masih sangat muda 
sehingga tidak ketahuan oleh siapapun. Hal ini pun 
dibenarkan oleh salah Lia (nama samaran) seorang pelajar 
disalah satu sekolah negeri di Kota Kendari yang mengaku 
pernah melakukan perbuatan ini (wawancara 25 januari 
2016). 
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3. Faktor Malu 
    Faktor malu akan lingkungan disekitar juga merupakan 
salah satu penyebab dari perbuatan Kejahatan Pengguguran 
Kandungan atau Abortus Provocatus Criminalist ini. Faktor ini 
berkaitan dengan faktor pertama yaitu hamil diluar nikah. 
Pelaku mengaku sangat malu akan mecoreng nama baiknya 
dan nama baik keluarganya karena telah melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan moral dan nilai-nilai 
agama tersebut, sehingga pelaku memutuskan untuk 
menggugurkan kandungannya secara diam-diam agar tidak 
ada satupun orang sekitar yang tahu. Kecuali lelaki yang 
menghamili perempuan tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh 
semua narasumber pelaku pengguguran kandungan yang 
telah diwawancarai. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasat 
Reskrim Kota Kendari, Sendi Antoni., SIK bahwa faktor malu 
akan nama baik yang tercoreng merupakan penyebab dari 
perbuatan kejahatan pengguguran  kandungan tersebut atau 
Abortus Provocatus Criminalist (wawancara tanggal 21 
januari 2016). 
 
55 
 
4. Belum Siap Untuk Berkeluarga dan Punya Anak 
Pada umumnya, faktor ini terjadi pada para pelaku 
yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Jika mereka 
harus membesarkan anak yang kandungnya tersebut, maka 
sekolah dan kegiatan lain mereka akan terhambat. Hal ini 
tidak memungkinkan mereka untuk membesarkan anak 
tersebut sehingga cara yang ditempuh adalah menggugurkan 
kandungan mereka secara sembuyi-sembunyi. hal ini 
dibenarkan oleh Fani (nama samaran) salah satu pelaku 
yang mengaku pernah melakukan perbuatan tercela ini 
(wawancara 29 januari 2016). 
5. Faktor Di Khianati Oleh Lelaki Yang Menghamilinya 
Sering kali terjadi pertengkaran dalam hubungan lelaki 
dan wanita, hal ini yang menjadi salah satu penyebab 
mengapa seorang wanita yang hamil diluar nikah lebih 
memilih untuk menggugurkan kandungannya. Devi (nama 
samaran) seorang pelaku yang mengaku pernah mencoba 
menggugurkan kandungannya dengan meminum obat-
obatan pada saat janin dalam kandungan tersebut masih 
sangat muda, akan tetapi percobaan untuk menggugurkan 
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kandungan tersebut tidak berhasil. Pelaku tersebut mengaku 
pernah mencoba menggugurkan kandungan akibat stress 
yang dialaminya karena lelaki yang menghamili wanita ini 
tidak mau bertanggung jawab dan lebih memilih untuk 
menghilang. Latar belakang kejadian seperti ini karena 
berkedok “pembuktian cinta dan kesetiaan” sehingga wanita 
ini rela disetubuhi oleh lelaki tidak bertanggungjawab 
tersebut, akan tetapi janji tersebut diucapkan hanya untuk 
memuaskan hasrat seksual lelaki tidak bertanggung jawab 
itu. Sehingga wanita ini pernah putus asa dan melakukan 
percobaan untuk menggugurkan kandungannya (wawancara 
19 februari 2016). 
6. Faktor Perkembangan Teknologi 
 Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, 
khususnya teknologi infomarsi dan komunikasi. Dengan 
teknologi yang semakin canggih, manusia memanfaatkan 
teknologi tersebut sebagai alat yang mempermudah untuk 
mendapatkan informasi, komunikasi dan melakukan aktifitas 
lain. Namun tidak semua orang dapat memanfaatkan sisi 
positif dari kecanggihan teknologi tersebut. Ada beberapa 
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pihak yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk 
kegiatan yang negatif dan dapat membahayakan diri sendiri. 
 Setelah melakukan wawancara bersama salah satu 
remaja berusia 16 tahun yang bernama Lia (nama samaran) 
yang mengaku pernah melakukan kejahatan abortus setuju 
dengan hal ini (wawancara 25 januari 2016). Pelaku tersebut 
memanfaatkan internet untuk mencari informasi bagaimana 
cara menggugurkan kandungan. Ia mengaku menggugurkan 
kandungannya sendiri dengan cara meramu ramuan yang 
didapatkannya dari internet . Hal ini yang membuat pelaku 
tidak jera untuk melakukan seks bebas karena pelaku 
berpendapat bahwa apabila dari pelaku hamil akibat dari 
seks bebas yang dilakukannya itu, pelaku bisa 
menggugurkan kandungannya sendiri karena di internet 
sangat banyak informasi bagaimana cara untuk 
menggugurkan kandungan. 
7. Faktor Pertimbangan Lelaki Yang Menghamilinya 
 Faktor ini umumnya terjadi pada lelaki dan wanita yang 
terikat dalam status pacaran. Laki-laki tersebut menyuruh 
perempuan yang hamil untuk menggugurkan kandungan 
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wanita yang dihamilinya karena belum siap berkeluarga dan 
takut ketahuan oleh keluarga. Hal ini juga dilakukan oleh 
lelaki tersebut karena untuk mengurangi tanggung jawabnya. 
Hal ini dibenarkan oleh Ara (nama samaran) seorang remaja 
yang mengaku pernah melakukan abortus karena lelaki yang 
menghamilinya tidak mau menikahinya. Pelaku melakukan 
abortus dengan bantuan dukun beranak yang keberadaannya 
berada disebuah daerah terpencil di luar dari Kota Kendari 
(wawancara 26 januari 2016). 
C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Yang di Lakukan 
Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian di 
Kota Kendari 
Berdasarkan data Kejahatan Pengguguran Kandungan atau 
Abortus Provocatus Criminalis yang telah dikemukakan oleh 
penulis  sebelumya, kita dapat melihat bahwa masih banyaknya 
pelaku Kejahatan Pengguguran Kandungan di Kota Kendari baik 
yang ditangani oleh pihak kepolisian maupun yang tidak ditangani 
oleh pihak kepolisian (hidden crime). Dengan melihat hal ini, perlu 
di adakan pencegahan untuk menekan jumlah Abortus agar tidak 
terjadi. Menurut Sendi Antoni,. SIK selaku Kepala Unit Reskrim 
Kota Kendari bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak 
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kepolisian untuk menanggulangi Kejahatan Pengguguran 
Kandungan atau Abortus Provocatus Criminalist adalah sebagai 
berikut 
1. Upaya Pre-Emtif 
Upaya penanggulangan Pre-emtif adalah upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Dalam hal ini aparat kepolisian bisa bekerja sama 
dengan sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan bahaya 
seks bebas serta memperkenalkan sistem hukum di Indonesia 
kepada para pelajar sejak usia dini. Selain itu dalam rangka 
mencegah tindak abortus provocatus criminalist ini maka setiap 
kalanganpun harus turut bertanggung jawab atas kejahatan 
abortus ini. Dibutuhkan kesadaran masyarakat agar 
menghindari perbuatan tercela ini untuk menekan angka tindak 
kejahatan ini. 
2. Upaya Preventif 
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-
emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam penanggulanangan preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 
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Untuk mengantisipasi kejahatan pengguguran kandungan atau 
abortus provocatus criminalist, dilakukan razia ke tempat 
penyewaan dan penjualan kaset DVD untuk mencegah 
tersebarnya DVD porno didalam kalangan masyarakat. DVD 
porno yang tersebar dalam masyarakat bisa menjadi salah satu 
penyebab terjadinya seks bebas yang mengakibatkan 
kehamilan pada wanita yang belum menikah. Hal ini menjadi 
salah satu faktor terjadinya Abortus Provocatus Criminalis. 
3. Upaya Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana 
yang tindakannya berupa penegakkan hukum (law enforcement) 
dengan menjatuhkan hukuman. Setiap pelaku kejahatan 
pengguguran kandungan maupun orang yang turut membantu 
untuk menggugurkan kandungan tersebut akan dijerat hukuman 
sesuai dengan KUHP, Undang-Undang maupun Peraturan 
Pemerintah yang berlaku mengenai ancaman hukuman pelaku 
abortus provocatus criminalis. Sehingga karena hukuman ini 
dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku abortus sehingga 
tidak mengulangi perilaku tercela tersebut. 
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Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak 
aparatur pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil 
polisi diberbagai kelurahan dan pedesaan. Personil kepolisian 
ini disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang bertujuan untuk 
memberikan informasi dan bantuan untuk mengungkap kasus-
kasus kejahatan di daerah-daerah, salah satunya kejahatan 
pengguguran kandungan. 
Dalam pencegahan terjadinya kejahatan pengguguran 
kandungan atau abortus provocatus criminalis, kepolisian juga 
bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan pihak kedokteran 
untuk menolak aksi abortus ilegall tanpa adanya indikasi medis. 
Diharapkan dengan cara ini para dokter dan pihak rumah sakit 
turut serta membantu dalam aksi pencegahan abortus 
provocatus criminalist yang terjadi di Kota Kendari. 
Demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum di Kota Kendari dalam mencegah dan 
menanggulangi Kejahatan Pengguguran Kandungan atau 
Abortus Provocatus Criminalis. Akan tetapi upaya pencegahan 
ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kesadaran 
masyarakat akan bahaya seks bebas dan abortus. Untuk itu 
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diharapkan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum 
dan masyarakat itu sendiri. 
D. Kendala-Kendala Yang Dialami Aparat Penegak Hukum Dalam 
Memberantas Kejahatan Pengguguran Kandungan atau 
Abortus Provocatus Criminalis di Kota Kendari 
Penanganan pencegahan Kejahatan Pengguguran 
Kandungan atau Abortus Provocatus Criminalis  ini tidak semudah 
yang diperkirakan. Ada beberapa faktor yang menghambat 
pencegahan kasus abortus ini, diantaranya: 
1. Tidak adanya keterbukaan masyarakat 
Menurut Sendi Antoni., SIK selaku kepala unit reskrim 
Kota Kendari, tidak adanya keterbukaan dari masyarakat untuk 
melaporkan kasus abortus menjadi kendala dalam pencegahan 
Kejahatan Pengguguran Kandungan atau Abortus Provocatus 
Criminalis. Padahal masyarakat mempunyai peranan penting 
dalam memberikan laporan kepada aparat penegak hukum 
tentang terjadinya tindak kejahatan pengguguran kandungan 
tersebut. Akan tetapi kebanyakan  masyarakat tidak peduli akan 
hal tersebut dan lebih memilih untuk diam dan merahasiakan 
tindak abortus ini. 
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2. Sulitnya Mengidentifikasi Barang Bukti 
Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum 
selajutnya adalah sulitnya mengidentifikasi barang bukti. Hal ini 
merupakan kendala tersulit yang dihadapi karena barang bukti 
yang biasanya berupa janin yang sudah dikeluarkan telah 
dikuburkan secara sembunyi dan sangat sulit untuk ditemukan. 
Adapun kendala Penulis bahwa penelitian ini sangat sulit 
untuk mendapatkan data pelaku kejahatan pengguguran 
kandungan yang dilakukan di Kota Kendari karena kurangnya 
informasi. Abortus merupakan sesuatu yang dianggap aib besar 
bagi seorang perempuan, maka Penulis mempunyai 
keterbatasan untuk mendapatakan data yang lebih banyak. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasakan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Setelah melakukan penelitian dan wawancara di Polres Kota 
Kendari, tercatat sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 
2014, dan data yang terselubung (hidden crime) yang diperoleh 
dari penelitian lapangan dan wawancara secara langsung, yaitu 
rata-rata pelaku Kejahatan Pengguguran Kandungan atau 
Abortus Provocatus Criminalis disebabkan karena hamil diluar 
nikah. Pelaku kejahatan abortus melakukan kejahatan ini karena 
faktor pendidikan dan malu akan merusak nama baik pelaku 
maupun nama baik keluarga pelaku. Faktor lain yang 
menyebabkan kejahatan pengguguran kandungan ini adalah 
karena lelaki yang menghamili pelaku tersebut tidak mau 
mempertanggung jawabkan hasil dari perbuatannya. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan 
pencegahan dan pemberantasan Kejahatan Pengguguran 
kandungan atau Abortus Provocatus Criminalis adalah karena 
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kurangnya keterbukaan masyarakat dan sulitnya mengidentifikasi 
barang bukti pelaku.  
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah dan menanggulangi kejahatan pengguguran 
kandungan atau abortus provocatus criminalis yang terjadi di 
Kota Kendari yaitu dengan melakukan upaya pre-emtif, upaya 
preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya 
preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emtif yang 
masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
Dalam penanggulanangan preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya 
Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi 
tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (law 
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
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B. Saran 
Dari hasil kesimpulan yang tela disebutkan diatas, penulis dapat 
memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan 
dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Aparat hukum sebaiknya meningkatkan kinerjanya dalam 
menangani kasus ini, sehingga tidak hanya menunggu laporan 
saja tetapi juga mengatur strategi untuk menangani kasus 
seperti ini agar tidak banyak kasus terselubung lainnya. 
2. Cara lain untuk menghindari kasus seperti ini adalah sangat 
dibutuhkannya motivasi-motivasi yang berupa pendidikan 
keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan 
hukum. 
3. Diharapkan kepada aparat kepolisian dan pemerintah kota 
untuk menghimbau masyarakat agar lebih terbuka dan 
memberikan informasi apabila terjadi tindak kejahatan 
pengguguran kandungan atau abortus provocatus criminalis. 
4. Melihat banyaknya kasus terselubung (hidden crime) maka 
diharapkan kepada para aparat kepolisian selaku aparat 
penegak hukum harus lebih meningkatkan upaya dalam 
mencegah dan memberantas tindak kejahatan pengguguran 
kandungan atau abortus provocatus criminalis. 
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